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I Perjalanan Reformasi DJP

1991-2000

Reformasi Undang-Undang
Perpajakan

Penetapan Prinsip Dasar Perpajakan
dan Penyederhanaan Jenis Pajak

.

by

1983

Reformasi Undang-Undang
Perpajakan

Perubahan Sistem Official
Assessment menjadi Self
Assessment

Reformasi

Perpajakan |

2002-2008

Modernisasi administrasi
perpajakan, dan
amandemen UU Perpajakan

®
2000-2001

Reformasi Birokrasi
Penetapan Visi, misi dan Blueprint

Reformasi

I ETELELR]

2014-2016

Transformasi Kelembagaan
Penataan kelembagaan dan
pengelolaan SDM

O

D

&
2009-2014

Peningkatan Pengendalian
Internal

Reformasi

Perpajakan lli

2017-2018

Program Reformasi Perpajakan
Konsolidasi, akselerasi, dan
kontinuitas reformasi perpajakan

2016

Reformasi Birokrasi
dan Transformasi
Kelembagaan

Inisiatif Strategis Tema
Penerimaan

o ©

2018 s.d 2024

Program Reformasi Perpajakan
PSAP dan PSIAP

Pembaruan Sistem Administrasi
Perpajakan (PSAP)

Terdiri dari 5 Tema yaitu: Organisasi,
Sumber Daya Manusia, Teknologi

Informasi dan Basis Data, Proses Bisnis,
dan Peraturan Perundang-undangan

Pembaruan Sistem Inti Administrasi
Perpajakan (PSIAP)

PSIAP merupakan bagian dari PSAP
dalam tema Teknologi Informasi dan
Basis Data serta proses Bisnis

L djp (7 Reformas:

Saat Ini DJP sedang melaksanakan Reformasi
Perpajakan Il (2018 — 2024) melalui Pembaruan
Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP) yang terdiri
dari 5 Tema:

1. Organisasl

2. Sumber Daya Manusia

3. Teknologi Informasi dan Basis Data
4. Proses Bisnis

5. Peraturan Perundang-Undangan

Adapun untuk tema Teknologi Informasi dan Basis
data serta tema Proses Bisnis salah satunya
terwujud dalam Proyek Pembaruan Sistem Inti
Administrasi Perpajakan (PSIAP)

www.pajak.go.id



I Reformasi Perpajakan Il

2021

Pengembangan Sistem Click, Call, Counter (3C)
Pelaksanaan program kerja IS PSAP

Perbaikan proses bisnis existing menuju coretax
Pengembangan sistem (design, build, test, data
migration)

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Self-diagnostic TADAT (per Juni 2021)

Sejak tahun 2016 hingga Reformasi Perpajakan llI,
DJP menggunakan TADAT (The Tax Administration
Diagnostic Assessment Tool). TADAT dirancang oleh
tadat.org yang merupakan organisasi yang
memberikan assessment bagi otoritas pajak di dunia.

2017-2018

* Penetapan Program Reformasi Perpajakan (KMK
360/2017) .
Perbaikan proses bisnis existing menuju coretax .
Penyusunan requirement dan roadmap core tax
Penetapan Perpres 40 Tahun 2018 tentang PSAP
Penetapan KMK-767 tentang IS PSAP dan

Pencabutan KMK 360

* Perbaikan proses bisnis existing menuju coretax

Penyusunan KAK dan RUP Pengadaan PSIAP

TADAT dirancang untuk memberikan penilaian yang

2016

* Tax Amnesty

* Self Diagnostic TADAT

» Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan

» Inisiatif Strategis Coretax sebagai bagian
RBTK (KMK 974/2016)

obyektif mengenal kesehatan komponen kunci dari

system perpajakn suatu negara. Assessment
difokuskan pada 9 area kinerja utama (Performance
Outcome Areas/ POAS)

1 —————— p 3
2019-2020

Pelaksanaan program kerja IS dalam PSAP
Reorganisasi KPDJP dan Unit Vertikal

UU Bea Meterai

UU Cipta Kerja

Perbaikan proses bisnis existing menuju coretax
Pembentukan Tim PSIAP

Penetapan vendor terpilih (PA, SI, PMQA, dan CM)

TADATé

| 5
g

2022

Reformasi
Perpajakan

e dp
2025-2026

* Post Implementation
 Self-diagnostic TADAT

2023

« RUU PPh, Pajak Barang dan Jasa, PBB
» Pembaruan SIKKA DJP (2026)
* Pelaksanaan program kerja IS PSAP
* Perbaikan proses bisnis existing menuju .
coretax TADAT%s
* Pengembangan sistem (test, data ¢ ADMINISTR |‘ |
migration) R 8

* Implementasi PSIAP (Deployment)
 Self-diagnostic TADAT (2023)

TADATE

2024

« RPP Tarif PBB

* Reorganisasi KPDJP dan Kanwil
Reorganisasi Contact Centre dan UPDDP
Pelaksanaan program kerja IS PSAP
Support and Maintenance

Pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (Jan-Jun)
Penerapan Pajak Karbon

Pelaksanaan program kerja IS PSAP

Perbaikan proses bisnis existing menuju coretax
Pengembangan sistem (build, test, data migration)
Benefit Realization Analysis (2022)

www.pajak.go.id



I Pilar Reformasi Perpajakan

Voluntary Compliance
dalam rangka optimalisasi

penerimaan pajak

Institusi Perpajakan yang Kuat, Kredibel, dan Akuntabel

Organisasi

Struktur
organisasi
yang ideal

(best fit)

SDM IT & Basis Data dan Proses Bisnis

4 IT dan Basis Data yang
Reliable dan handal

Professional, [ Proses Bisnis yang sederhana,
kompeten, efektif, efisien, akuntabel,
kredibel, berbasis IT, dan komprehensif

berintegritas

Legacy Coretax

Sarana dan Prasarana
Anggaran
Sinergi Pihak Lain

Peraturan

Kepastian hukum,
menampung
dinamika
perekonomian,
mengurangi biaya
kepatuhan,
memperluas basis
perpajakan, dan
meningkatkan
penerimaan pajak

Cdip (T R

Ultimate goal dari Reformasi Perpajakan
adalah terwujudnya Voluntary Compliance
dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak

www.pajak.go.id



Roadmap Pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP)




I Roadmap Pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP)

Deployment Sistem Inti Administrasi

Perpajakan (SIAP) dijadwalkan pada bulan
Oktober 2023
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Interoperabllitias Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP)




Interoperablilitias Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP)
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Proses Bisnis to-be Pembayaran Sistem Inti Administrasi Perpajakan




I Proses Bisnis to-be Pembayaran

Collecting agents/ other authorized
parties tetap dapat menyediakan
layanan mandiri/layanan asistensi

untuk pembuatan Kode Billing

dengan penyesuaian system sesual
desain to-be

Penyediaan kanal pembayaran
pada SIAP Taxpayer Portal

Tahap awal implementasi SIAP
akan dilakukan kerjasama dengan
Bank Mandiri, BRI, dan BNI
menyediakan kanal pembayaran
pada SIAP Taxpayer Portal.

é Payment Channel

ATM
Phone Banking
Internet Banking

Mobile Banking

E-Wallet

Bank Transfer

Taxpayer/Authorized Party

Recorded ateTPA Information Disclosure at eTPA

tpa
Financial Data — Booked Transaction
STP paaghal SKP
Objection Appeal SPPTPBB
STP PBB SKP PBB Other Data

E

Save tax return

draft/Approve
Transactions

Bookkeeping

FP/Bupot

Financlal Data — Unbooked Transaction,
e.g. Tax Return Draft

Electronic Tax Electronic Tax Return
Return - Fill in - Prepopulated

Paper-based Tax
Return

Electronic Tax
Return - ASP

Choose one or more

transactions to be
paid

Create Billing ID

MPN = N
NOW ™
Collecting Agents/other

authorized parties

Collecting Agents / other authorized parties tetap dapat
menyediakan layanan mandiri/layanan asistensi untuk
pembuatan Kode Billing dengan penyesuaian sistem

sesuai desain to-be

Create Billing ID - ‘
‘ Input Data ‘

L djp (7 Reformas:

Create Billing ID -
Input Data, for:

. Payment that will

be treatedas
return submission;

. Payment for tax

deposit;

. Payment that is

not relatedto tax
return.

www.pajak.go.id



ccount

Reformasi
Perpajakan

I Kode Billing: Single Account Vs Mult

SINGLE ACCOUNT MULTIACCOUNT

DRAFT SPT YANG SIAP DIBAYAR - IDR KETETAPAN YANG BELUM TERBAYAR - IDR

DRAFT SPT YANG SIAP DIBAYAR - IDR KETETAPAN YANG BELUM TERBAYAR - IDR

DRAFT SPT YANG SIAP DIBAYAR - USD KETETAPAN YANG BELUM TERBAYAR - USD DRAFT SPT YANG SIAP DIBAYAR - USD KETETAPAN YANG BELUM TERBAYAR - USD

. \ . Il AN v y

NOMOR e JATUH KAPKys  MASATTAH NILAI JUMLAH KURANG JUMLAH YANG JENIS TAGIHAN KAP-KJS

STP/SKP/SPPT PBB TEMPO UN PAJAK KETETAPAN BAYAR AKAN DIBAYAR STP/SKP/SPPT PBB TEMPO UN PAJAK KETETAPAN AKAN DIBAYAR
D AAAAA03/YY/BBBICC 2 01/082021  411124-300 MMMMYYYY  Rp.  50.000.00000 Rp 10.000.000,00 D AAAMWAI03YY/IBBBICC  STP FPh Pasal 23 010872021 411124-300 MMMMYYYY  Rp.  50.000.000.00 R 10.000.000.00

SKPLB PPh Pasal 25 Orang

AAAAAJOSYY/BBB/CC
O WOSYYBBBICE  pribd

03/082021  411125-300 MMMMYYYY  Rp.  10.000.000.00  Rp. 5.000.000,00
D AAAAAGTOYY/BBBICC ~ SPPT PBB Sektor Perkebunan  05/08/2021 0112YYYY p.  50.000.00000 R 30.000.000.00

D AAAANSOT/YY/BBBICC  SKPKBT PPN Dalam Negeri 04/08/2021  411211-300 MMMMYYYY  Rp.  16.000.000,00 : 15.000.000,00

D AAAANSD1YY/BBBICC SKPN PPh Pasal 21 02/08/20; 411121-300 MMMMYYYY ! 10.000.000.00 10.000.000.00

Dalam kode billing multi-account,
RSN R e dalam satu Ketetapan dapat berisi
beberapa jenis tagihan pajak

Bual Kode Silng
oleh Wajib Pajak.

BUKTI PENERIMAAN NEGARA BUKTI PENERIMAAN NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN R CETAKAN KODE BILLING
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
06/08/2020 13:56:42 NPWP . 12.345.678.9-012.000 TANGGAL DAN JAM
NAMA  KOJIB PAJAK BAYAR

NPWP / .
. NTEN 316ECOOMADMILOKA ALAMAT :JL GATOT SUBROTO KAV. 40-42 JAKARTA SELATAN
NAMA MATA UANG .IDR

NTPN
NOMINAL : 18.500.000
ALAMAT
KODE BILLING 024341410538122 oncieaine S

12.345.678.9-012.000 OETAIL BLLING: KODE BILLING 024341410538122

KEMENTERIAN KEUANGAN R CETAKAN KODE
DIREKTORAT JENDE RAL PAJAK BILLING
TANGGAL DAN JAM
BAYAR

06/08/2020 13:56:42
316ECOOMADMILIOKA

NOP NPWP
JENIS PAJAK 12

JENIS SETORAN

MASA PAJAK

TAHUN PAJAK

NOMOR KETETAPAN

JUMLAH SETOR Rp. 10 000

TERBLANG Sepuuh Ribu Rupah

URAIAN

NPWP PENYETOR 49 798 661 2513 000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH IN!I UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN
1D BILLING 0243 4141 0538 122

MASA AKTIF 05082020 13.54:17

NAMA WAJIB PAJAK

ALAMAT

MATA ANGGARAN

JENIS SETORAN

MASA PAJAK

NOMOR KETETAPAN

JUMLAH SETORAN

MATA UANG

TERBILANG

KOJIB PAJAK

JALAN GATOT SUBROTO 40-42,
JAKARTA SELATAN

411128

420

07072020
000000000000000
RP 100.000.000,00
IDR

Seratus juta rupiah

KAP-KJS
4111224100
4111244100
411127-100
411128-100

TOTAL

MASA PAJAK

REF TAGIHAN

MMMMYYYY

MMMMYYYY

MMMMYYYY

MMMMYYYY

Terbilang: delapan belas juta lima ratus ribu rupiah

GUNAKAN KODE BILUNG DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILUNG
MASA AKTIF

: 123456789123456
:02/04/2021 12:02:36

Nominal

1.500.000,00

1.900.000.00

100.000.00

15.000.000,00

NPWP

NAMA

ALAMAT

JUMUAH SETORAN

MATA UANG

TERBILANG

JUMUAH DETAIL

12.345.678.9-012.000

KOJIB PAJAK

JALAN GATOT SUBROTO 40-42,
JAKARTA SELATAN

RP 100.000.000,00
IDR
Seratus juta ruplah

4
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I Proses Bisnis to-be Pembayaran: Dampak Terhadap Sistem MPN-DJPDb dan Perbankan

u Dampak Perubahan Sistem MPN - DJPb Bank Persepsi Authorized Billing Channel

Dari single account billing menjadi multi @ V)

account billing
2 Digit NPWP berubah dari 15 menjadi 16 O

, Y, Y,
3 Format Bukti Penerimaan Negara @ @

| www.pajal{.gu.id
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Era Baru Single Identification Number (SIN) di Indonesia




I Kebutuhan NIK Sebagai NPWP

Background

HIGH EFFORT TO
MACTH NIK & TIN

Shining Light on the Shadow Economy:
Opportunities and Threats, OECD 2017)

Whole of
government
approaches

Effective
identification and
registration

The Use of Data

‘ Matching rate NIK dan NPWP juga masih 'rendah karena

Pelaksanaan StraNas Pencegahan Korupsi Tahun 2020)

belum ada database perpajakan yang solid (Lap.

Current Needs To Use NIK as TIN

SUPPORT TAX ADMINISTRATION TO GOVERNMENT’S POLICY

* Learning lesson from COVID outbreak, Tax Administration

Responses to COVID-19: Assisting Wider Government (OECD
2020), new roles of tax administration to assist in the provision
of wider government support (insentives, cash transfer, job
support, etc) during outbreak of COVID-19.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Satu Data
Indonesia (Perpres SDI), Data yang dihasilkan oleh produsen

data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

UU HPP (UU No 7 Tahun 2021), NPWP bagi WP orang pribadi
vang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor
Induk Kependudukan.

o dp

INDIVIDUAL TAXPAYER STRATEGIC COMPLIANCE
~

v OP WN| INSTANSI, LEMBAGA,
{ v WNA ber- ASOSIASI & PIHAK LAINNYA
NIK (ILAP)
. ‘h:{fﬂ | - Income
~ NIK
C- Cost
ool A- Assets
(Kemendagri)
v L- Liability
ﬁ E- Equity
P-Profile

NIK sebagai nomor identitas penduduk yang bersifat unik
atau khas, tunggal dan diberikan melalui proses validasi
biometric.

NIK sebagai SIN mengintegrasikan data financial dan non
financial Wajib Pajak Orang Pribadi yang saat ini dikelola
oleh Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lainnya (ILAP).

Pengintegrasian NIK sebagai identitas perpajakan juga
mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan
pengendalian dari program dan kebijakan fiskal
pemerintah dengan tetap memperhatikan jaminan
keamanan data.

Reformasi
Perpajakan

www.pajak.go.id



I Konsep Perubahan NPWP

WAJIB PAJAK

NIK

WP LAMA WP BARU

Reformasi
Perpajakan

e dp

OP WNI NPWP 3171 0101 0299 0001 NIK
12.345.678-9.001.000 | (menggunakan NIK yang tervalidasi ke Dukcapil) 3172 0101 0298 0001
NPWP
OP WNA NPWP 0215 4387 6900 1000 NPWP
21.543.876-9.001.000 (menambahkan 0 di depan NPWP eksisting) 1012 3456 7890 1234
NPWP
BADAN NPWP 0345 3478 6900 1000 NPWP
34.534.786-9.001.000 (menambahkan O di depan NPWP eksisting) 2012 3456 7890 1237
NPWP
INSTANSI NPWP 0456 7887 9900 1000 NPWP
PEMERINTAH 45.678.879-9.001.000 (menambahkan 0 di depan NPWP eksisting) 4012 3456 7890 1239

www.pajak.go.id



I Usulan Jadwal Pengembangan bagi Perbankan

Cdip @R

Application (Build:Test) Apr
Error Correction, Adjustmentand Re'cesting2 7 Ap
o125
Detail Description and Mapping Specification 18 Jan Interface(Build:Test) 29 Aug
I
Internal Unit Testing Sys. Integration Test 23 Dec

20 Jan UAT OAT30 Jun Deployment 29 5ep

Non-Functional Test

Data Elementand Interop Mechanism
Discussion

Coordinating and Monitoring

Development Guidelines
Adjustment Existing Application

DevelopmentInterface System Interface Testing Adjustmentand Retesting

Deployment

NPWP 15 DIGIT NPWP 16 DIGIT

We’'re here

L ——— www.pajal:,gn.id
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